BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /%7 /2023

TENTANG

PEMBEBASAN DARI JABATAN MENJADI JABATAN PELAKSANA
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa,
Sdr. GIONO, AMK., NIP. 198406112011011009, telah
terbukti melakukan perbuatan berupa melakukan
pernikahan tanpa izin dari atasan dan telah hidup
bersama dengan wanita yang bukan istrinya tanpa
ikatan perkawinan yang sah;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil, maka perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

-



-

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67 18);

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 384);

10, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 03);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 67);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari
Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas)
bulan, kepada:

Nama :  GIONO, AMK.

NIP : 198406112011011009

Pangkat / Gol. . Pengatur (II/c)

Jabatan :  Perawat Terampil UPTD. Puskesmas
Muara Uya

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Terhitung mulai tanggal 10 Maret 2023 Sdr. GIONO, AMK,,
yang semula menduduki jabatan Perawat Terampil,
dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.

Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari
Sdr. GIONO, AMK., disesuaikan dengan jabatan terbaru.




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

sl

Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka
pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana,
ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15
(lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman
Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3/ Adped 2023

//{ BUPATI TABALONGN]%

/ ANANG SYAKHFIANI %\,

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1.
2:
3.

4
5.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

cq. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.

. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

di Tanjung.



